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5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan terkait pengaturan perundang-undangan yang

mengatur mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dapat ditarik

beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1.

Selama sekitar 55 tahun terakhir, AMDAL telah menjadi alat pengelolaan
lingkungan yang diterima dan ditetapkan secara internasional. Selama masa ini,
prosedur AMDAL telah diperkuat dan kapasitas AMDAL telah ditingkatkan
dalam berbagai konteks, termasuk negara maju, berkembang, dan dalam
transisi. Keberadaan AMDAL di dunia telah dikenal sejak tahun 1969 pada
undang-undang lingkungan hidup yang bernama National Environmental
Policy Act (NEPA) dan AMDAL dikenal di Indonesia dengan adanya
pengaturan normatif lewat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang
Pokok-Pokok Pengolahan Lingkungan Hidup yang mengatur mengenai
AMDAL. AMDAL telah membawa perubahan pada pola pembangunan
melalui modifikasi desain, pembelajaran kelembagaan, dan keterlibatan
pemangku kepentingan.

Berbagai tindakan khusus telah direkomendasikan dalam memperkuat sistem
AMDAL, hal ini umumnya berfokus pada memperkenalkan atau memperkuat
persyaratan prosedural yang sesuai, yang didukung oleh langkah-langkah
peningkatan kapasitas terkait dengan bimbingan, pelatihan, dan juga penelitian.
Namun pada kenyataannya, berbagai upaya tersebut masih terbatas
pengaruhnya, dan AMDAL secara umum hanya menghasilkan sedikit
penyesuaian terhadap usulan pembangunan. Norma-norma yang terkandung
dalam pengaturan terkait AMDAL dari masa ke masa khususnya di negara
Indonesia dinilai tidak dapat menciptakan keefektifitasan AMDAL meskipun
pengaturan-pengaturan yang ada mengenai AMDAL telah sesuai dengan

kriteria norma yang baik secara umum serta kriteria AMDAL yang ideal secara
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khusus, namun dapat dikatakan bahwa kesesuaian-kesesuaian tersebut tidak
dapat menjamin berjalannya prosedur AMDAL dengan lancar maupun
terciptanya AMDAL yang berkualitas.

3. Terkait masalah kualitas norma yang mengatur AMDAL, dapat dinyatakan
bahwa kualitas norma yang berlaku merupakan norma yang memiliki kualitas
tinggi sebab seluruh pengaturan terkait AMDAL telah disusun secara rinci baik
terkait prosedur AMDAL, komponen dokumen AMDAL, sanksi terkait
AMDAL, dan pengaturan lainnya. Namun, dapat dikatakan bahwa AMDAL
tetap hanya digunakan sebagai syarat bagi pembangunan dan tidak lebih dari
itu. Pandangan tentang AMDAL yang seperti itu tentunya menunjukan bahwa
sebagian besar pelaku usaha memandang AMDAL hanya sebagai syarat bagi
keberlangsungan usaha mereka tanpa peduli dengan akibatnya kepada
lingkungan meskipun telah ada pengaturan dalam peraturan perundang-

undangan sehingga menyebabkan AMDAL menjadi kurang optimal.

5.2 Saran

1. Peraturan perundang-undangan yang baik sudah selayaknya disusun dengan
tetap mempertahankan prinsip norma yang baik agar tidak terjadi multitafsir
serta tidak menuai banyak kritik keras dalam masyarakat. Dapat dinyatakan
bahwa pengaturan AMDAL yang terdapat pada peraturan perundang-undangan
di Indonesia dinilai baik dan telah sesuai dengan kriteria norma yang baik dan
kriteria pengaturan AMDAL yang ideal sehingga hal tersebut tetap harus
dipertahankan.

2. Mengingat bahwa keseluruhan norma yang mengatur tentang AMDAL telah
dianggap baik dan berkualitas namun masih banyak permasalahan terkait
AMDAL mulai dari proses perencanaan hingga pada saat AMDAL terbit, maka
permasalahan dapat datang dari luar peraturan perundang-undangan seperti
masalah dari kelembagaan, masalah dari kurangnya kesadaran hukum pelaku

usaha, dan faktor lainnya. Untuk itu, diperlukan pembangunan kesadaran hukum
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bagi pelaku usaha untuk dapat tunduk terhadap peraturan perundang-undangan

agar AMDAL dapat berjalan dengan optimal.
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